BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian latar belakang, Hasil penelitian dan pembahasan
maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupten
Bima. Sudah dilakukan berdasarkan Undangundang Nomor 113 Tahun
2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah
dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa
pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKDes) untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan
Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat desa.

2. Berdasarkan indeks transparansi dalam model pengukuran penerapan good
governance oleh Christian Ten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
desa Karampa menyediakan akses dokumen yang tertata dengan baik untuk
diperoleh oleh masyarakat. Juga memberikan kejelasan, integritas, dan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti papan nama
dan papan akses informasi di beberapa lokasi. .. Sejak saat itu, Pemerintah
Desa Karampa memiliki transparansi dalam proses perencanaan

pembangunan, termasuk beberapa elemen terkait termasuk masyarakat,
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mulai dari perencanaan, saran, pelaksanaan dan penyampaian hasil
pembangunan, dengan melibatkan masyarakat.

Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan sesuai dengan undang-
undang yang transparan dengan melibatkan pemerintah kota, dan keberadaan
dokumen, papan informasi dan poster memberikan informasi yang
terkandung dalam total dana. buku APBDes.

5.2 Saran

1. Walikota perlu melatih, memperkenalkan dan mensosialisasikan perangkat
desa terkait tata cara pengelolaan dana desa. Semoga perangkat desa
memiliki pengetahuan untuk mengelola dana desa dengan baik.

2. Perangkat desa harus dapat memberikan informasi terkait penyelenggaraan
dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan media seperti
website desa. Kami ingin membuat informasi ini mudah diakses oleh orang-
orang di dalam dan di luar desa.

3. Pemerintah desa diharapkan menjaga mekanisme transparansi dan
pengelolaan uang yang baik di desa dan menjadi contoh bagi desa lain yang

tidak menerapkan transparansi.
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